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ABSTRAK

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD,
Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPD, yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam menyukseskan pemilu
di Indonesia. Adapun dalam tulisan ini akan membahas dan menjelaskan bagaimana
partisipasi politik dikalangan lansia (lanjut usia) yang berada diwilayah Kota
Pangkalpinang. Panti Bhakti Siti Anna menjadi pilihan dalam fokus kajian tulisan ini.
Data di peroleh dari hasil observasi dan wawancara lansung ke pihak Bawaslu Kota
Pangkalpinang. Hasil dari tulisan ini menjelaskan bahwa partisipasi lansia di Panti Bhakti
Siti Anna masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana keinginan
mereka untuk terlibat di pemilu 2019 nanti. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bawaslu
Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan partsipasi lansia, yakni dengan cara sosialisasi
politik dan pendekatan lansung ke lansia. Dari dua upaya tersebut, lansia sangat
menunjukan sisi semangat yang tinggi untuk memberikan suaranya dalam pemilu 2019.
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A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem
pemerintahan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi
berada ditangan rakyat. Artinya rakyat memiliki hak untuk menentukan arah
dan kebijakan dalam suatu Negara. Hak tersebut dapat tersalurkan melalui
wakil rakyat. Pemilihan wakil rakyat menjadi penting dalam memajukan
suatu Negara. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam
memperlancar jalannya sistem pemerintahan Indonesia.

Partisipasi politik masyarakat ialah bentuk perwujudan Negara
demokrasi.  Partisipasi politik menjadi aspek penting dalam sistem
demokrasi, karena suara rakyatlah yang akan menentukan keputusan politik
nantinya. Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah (wakil rakyat)
tentunya menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, oleh
karena itu masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menetukan
keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu keterlibatan masyarakat
dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam pemilu ataupun pilkada.
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Sejak era reformasi telah dilaksanakan selama empat kali pemilu yakni
pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dalam memilih DPR, DPD, dan DPRD.
Sementara itu dalam pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan pada
tahun 2004, 2009, dan 2014. Dari penyelenggaraan pemilihan tersebut,
Indonesia menargetkan angka partisipasi politik yang cukup tinggi. Misalnya
pada pileg dan pilpres tahun 2014 lalu, ditargetkan partisipasi Politik
masyarakat sebesar 75%. Hal tersebut menunjukan betapa pentingnya
partisipasi politik dalam pemilu.

Salah satu bentuk dari pemilihan umum yakni dengan adanya pemilihan
kepala daerah atau biasa disebut dengan pemilukada. Pemilukada atau
pilkada baru-baru ini menjadi perbincangan hangat masyarakat Bangka
Belitung, khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang. Pasalnya pilkada baru
saja selesai dilakukan dan hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas
karena melihat dari banyaknya jumlah DPT (daftar pemilih tetap) yakni
sebanyak 126.949. Dari jumlah tersebut diketahui tingkat partisipasi pemilih
hanya 62% dari semua pemilih yang ikut memilih. Dari persentase tersebut
dapat dikatakan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pilkada 2018.

Masyarakat memiliki hak yang sama dalam hal menggunakan hak
suaranya, dari mulai pemilih pemula sampai dengan pemilih yang sudah
lanjut usia (lansia). Berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia nomor 43 tahun 2004, lanjut usia adalah seseorang yang telah
mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas. Berdasarkan persentase penduduk
lansia di Indonesia, terdapat 7,25% jumlah lansia yang ada di Kepualuan
Bangka Belitung. Data tersebut menunjukan bahwa lansia di kepualauan
Bangka Belitung tergolong dalam jumlah yang banyak.

Di Kota Pangkalpinang sendiri terdapat 4.853 jumlah pemilih lansia yang
berusia 70 tahun ke atas. Dalam jumlah tersebut, menjadi tugas pemerintah
dan semua kalangan untuk bagaimana meningkatkan partisipasi lansia.
Mengingat bahwasanya mereka juga memiliki hak untuk memberikan
suaranya, akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki baik itu dari segi
kesehatan atau lainnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Seharusnya
meskipun sudah lanjut usia, tidak membatasi kalangan lansia untuk ikut serta
dalam pemilu. Akan tetapi senyatanya, dapat kita lihat sendiri dilapangan
(TPS) yang tersebar disekitar kita saat pemilu, hanya sedikit lansia yang ikut
dalam memilih. Oleh sebab itu menjadi diperlukannya upaya-upaya untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilu di Kota
Pangkalpinang. Mengingat juga, bahwasanya Kota Pangkalpinang adalah
cerminan dari perilaku dan tindakan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
Karena Pangkalpinang sebagai Ibukota dari Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
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Dalam tulisan ini yang akan dibahas ialah bagaimana peran Bawaslu Kota
Pangkalpinang dalam meningkatkan partisipasi lansia dalam pemilu 2019.
Bawaslu sebagai pengawas proses pemilu akan berupaya supaya lansia tetap
dapat berpartisipasi dalam pemilu dan dapat menggunakan hak pilih mereka.
Mengingat bahwasanya lansia memiliki keterbatasan, misalnya di Panti
Bhakti Siti Anna sebagian besar diantara lansia sudah banyak yang
menggunakan kursi roda. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu hambatan
bagi mereka untuk berpergian, terutama saat ingin ke TPS (tempat
pemungutan suara).

B. KERANGKA TEORITIS
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik

sebagai kegiatan yang dilakukan warga Negara yang bertindak sebagai
pribadi-pribadi yang dimaksud dengan tujuan untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan pemerintah. Menurut Budiarjo (dalam Cholisin,
2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang
atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik
yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara lansung atau tidak
langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan itu
mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,
menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai dalam kelompok
kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau
anggota parlemen dan sebagainya.

Sedangkan Menurut Anggel (dalam Ross, 1967:130) partisipasi yang
tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor
yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu:
usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya
tinggal.

a.) Usia
. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang
terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dai
kelompok usia menengah keatas dan keterikatan moral kepada nilai dan
norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang
berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b.) Jenis kelamin
Dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat

perempuan adalah “di dapur” yang berarti dalam banyak masyarakat
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peranan perempuan yang utama adalah mengurus rumah tangga, akan
tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser
dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang
semakin baik.

c.) Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu syarakt mutlak untuk berpartisipasi.

Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang
terhadap lingkungannya suatu sikap yang diperlukan untuk peningkatan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

d.) Pekerjaan dan penghasilan
Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang

dapat menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya.
Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-
hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu
kegiatan masyarakat. untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan harus di
dukung oleh suatu yang mapan perekonomiannya.

e.) Lamanya tinggal
Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan
pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan
berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam
lingkungan tertentu, maka rasa saling memiliki terhadap lingkungan
cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap
kegiatan lingkungan tersebut.

C. PEMBAHASAN

Menurut UU No. 7 Tahun 2017, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam pemilu partisipasi politik sangat dibutuhkan
untuk memperlancar dan mensukseskan pemilu.

Data yang diperoleh dari Bawaslu Kota Pangkalpinang menunjukan
tingkat partisipasi politik saat diadakannya pemilihan Walikota
Pangkalpinang beberapa bulan lalu menunjukan hanya 62% partisipasi
masyarakat dalam pilkada, dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak
126.949 orang. Hal tersebut membuktikan bahwasanya tingkat partisipasi
masyarakat masih dikatakan rendah. Seharusnya dengan semakin tuanya
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umur demokrasi suatu Negara, maka seharusnya semakin tinggi pula tingat
partisipasi masyarakat.

Apalagi mengingat bahwa Pangkalpinang sebagai Ibukota dari Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, setidaknya sebagai masyarakat ibukota,
seharusnya mampu memberikan contoh kepada masyarakat diluar kota
Pangkalpinang. Karena dapat dikatakan pula sikap dan tindakan masyarakat
ibukota mencerminkan masyarakat luas lainnya yang ada di Bangka Belitung.
Jika masyarakat ibukota saja memiliki tingkat partisipasi yang rendah, lalu
bagaimana masyarakat diluar kota itu. Partisipasi politik perlu ditingkatkan
diberbagai lapisan masyarakat. dari pemilih pemula sampai pemilih lanjut
usia.

Patisipasi politik dikalangan lansia perlu ditingkatkan, apalagi
mengingat bahwa para lansia memiliki keterbatasan tertentu. Keterbatasan
tersebut dapat berupa gangguan kesehatan ataupun hal lainnya yang
disebabkan oleh faktor usia. Menjadi tugas kita bersama dalam upaya
membantu lansia supaya memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk
tetap ikut serta dalam pemilu ataupun pilkada. Semua kalangan berhak
terlibat dalam upaya meningkatkan partisipasi tersebut.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pangkalpinang
misalnya, melakukan pengawasan pemilu tingkat Kota atau dalam lingkup
kota. Peran Bawaslu sangat penting dalam membantu menyukseskan pemilu
ataupun pilkada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, maka
telah ditetapkan peraturan mengenai apa saja tugas, wewenang dan
tanggungjawab dari Bawaslu, baik itu tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten,
ataupun Kecamatan (panwascam). Bawaslu Kota Pangkalpinang diresmikan
atau dilantik pada tanggal 15 Agustus 2018 tepatnya pada saat pilwako
(pemilihan walikota) Pangkalpinang telah dilakukan.

Bawaslu Kota Pangkalpinang bertugas penting dalam mengawasi
pemilu yang berada di tingkat Kota. Tidak hanya dalam hal mengawasi jalan
atau proses dalam pemilu, tetapi Bawaslu Kota juga memiliki peran dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilu. Berbagai
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pemilu. Banyak kegiatan yang dilakukan dengan berbagai kalangan
masyarakat dengan berbagai latar belakang pekerjaan masyarakat serta
dengan ormas-ormas yang ada di Kota Pangkalpinang. Hal yang dilakukan
yakni dengan cara mengadakan rapat bersama pihak terkait agar mengetahui
berbagai larangan dalam pemilu dan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu.

Meskipun masih terhitung baru dibentuknya dan diresmikannya
Bawaslu Kota, akan tetapi sampai saat ini banyak sekali upaya-upaya yang
telah dilakukan oleh pihak Bawaslu Kota dalam proses memperlancar pemilu.
Selain dari upaya-upaya yang telah dijelaskan tadi, ada upaya lainnya yang
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menjadi menarik untuk dibahas yakni Salah satunya ialah upaya yang
dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik dalam melakukan
pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah dikalangan lansia Kota
Pangkalpinang. Agar lebih mempermudah dan terorganisir, maka salah satu
bentuk upaya mereka ialah dengan cara melakukan pendekatan dan
sosialisasi di salah satu yayasan atau panti khusus lansia yang berada di Kota
Pangkalpinang.

Panti Bhakti Siti Anna menjadi pilihan pihak Bawaslu Kota untuk
melakukan wupaya pengawasan partisipatif. Tujuan dari diadakannya
pendekatan dan sosialisasi di Panti ini yaitu untuk dapat meningkatkan
partisipasi politik terutama pengawasan partisipatif dalam hal ikut serta saat
pemilihan umum. Panti dijadikan salah satu tempat dalam melakukan upaya
pengawasan partisipatif dikarenakan panti merupakan bentuk yang
terorganisir, sehingga memudahkan pihak Bawaslu untuk melakukan
pengawasan langsung. Penghuni panti inipun tergolong banyak, yakni kisaran
50-60 orang lansia, yang mayoritasnya adalah oma-oma yakni sekitar 75%
dan 25%nya lagi adalah opa-opa.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang
dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dikalangan lansia yakni:

1.) Sosialisasi politik

Menurut Gabriel A. Almond (dalam Damsar, 2012:154), sosialisasi
politik adlah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai
politik, yang menunjukan bagaimana masing-masing anggota masyarakat
berpartisipasi dalam sistem politiknya. Dalam hal ini sosialisasi yang
dilakukan ialah dengan cara menyampaikan bahwa betapa pentingnya
keterlibatan lansia dalam menyukseskan pemilihan umum. Tidak hanya itu,
Bawaslu Kota juga menyampaikan bahwa mereka yang terdaftar sebagai
pemilih tetap (DPT) berhak untuk ikut dalam pemilu. Sedangkan mereka yang
tidak dan atau masih belum terdaftar sebagai pemilih tetap dianjurkan untuk
melapor agar dapat diproses nantinya, sehingga semua anggota yang
berdomisili di wilayah Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkalpinang dapat
terlibat dalam pemilu dan dapat menggunakan hak suaranya. Selain itu juga,
ditekankan pada semua anggota di Panti Bhakti Siti Anna, bahwasanya jangan
sampai hak pilih (hak suara) mereka disalahgunakan oleh oknum-oknum
tertentu yang ingin melakukan kecurangan. Mereka dihimbau supaya tidak
mudah terpengaruh oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan
pribadi atau melakukan kecurangan dalam pemilu.

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota di Panti
Bhakti Siti Anna ini lebih menekankan pada pengawasan partisipatif, yang
menjelaskan bahwasanya pengawasan ini penting untuk dilakukan oleh diri
lansia sendiri untuk menjaga dirinya supaya mereka tidak mudah
dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Hal ini dilakukan dalam upaya Bawaslu
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Kota Pangkalpinang untuk menjaga hak pilih lansia. Karena mereka masih
mempunyai hak atas suaranya meskipun umur mereka sudah di atas 70
tahun ke atas, selagi mereka mampu dan terdaftar sebagai pemilih, maka
mereka berhak menggunakan suara pilihnya.

Mereka yang masih memenuhi syarat sebagai pemilih tetap berhak
menggunakan suaranya. Oleh karena itu pihak Bawaslu berupaya tetap ingin
menjaga hak pilih mereka, mengingat jumlah lansia yang ada di wilayah Kota
Pangkalpinang tergolong banyak yakni sebanyak 4.853 orang yang usianya di
atas 70 tahun. Sangat disayangkan jika mereka tidak dapat ikut dalam pemilu
hanya karena kurangnya pemahaman tentang pemilu dan kurang memahai
bahwa mereka masih berhak memberika suaranya dalam pemilu.

2.)Pendekatan secara langsung

Adapun upaya lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang
yakni dengan cara melakukan pendekatan ke setiap lansia di Panti Bhakti Siti
Anna untuk mengetahui bagaimana keinginan mereka dalam proses pemilu.
Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan supaya lebih mengetahui secara
mendalam bagaimana dan sejauh mana keinginan lansia dalam
menyukseskan pemilu dan bagaimana mereka terlibat dalam pilwako bulan
lalu. Karena diketahui bahwa mereka yang berada di Panti tersebut memiliki
keterbatasan. Tidak sedikit diantara mereka yang sudah menggunakan alat
bantu berupa kursi roda dan ada beberapa diantara mereka yang dalam
kondisi tidak sehat. Keterbatasan tersebutlah yang menjadi salah satu
perhatian khusus bagi kita semua untuk melihat bagaimana keinginan
mereka untuk tetap ikut berpartisipasi dalam politik ditengah-tengah
keterbatasan tersebut.

Melalui pendekatan secara langsung dapat dengan mudah mengetahui
hambatan dan motivasi apa yang menyebabkan tinggi rendahnya partisipasi
mereka dalam pemilu. Misalnya sebagai contoh saja, dengan pendekatan
secara langsung pihak Bawaslu Kota dapat mengetahui bahwasanya lansia di
panti tersebut sangat menginginkan dan masih mau terlibat dalam
memberikan suaranya. Akan tetapi karena di panti belum ada TPS (tempat
pemungutan suara) maka mereka yang ingin memilih harus mencari TPS
terdekat. Oleh karena itu bagi mereka yang sudah menggunakan kursi roda
dan yang sedang sakit tidak bisa ikut terlibat dalam pemilu, seperti saat
pemilihan kepala daerah bulan Ilalu. Semangat mereka wuntuk ikut
berpartisipasi juga dapat terlihat jelas saat mereka meminta bantuan
berbagai pihak terkait agar dapat memfasilitasi mereka saat pemilu 2019
nanti dilakukan. Karena mereka tidak mau jika harus golput.

Dari dua upaya tersebut diketahui bahwa lansia yang ada di Panti Bhakti
Siti Anna masih sangat memiliki kesadaran akan pentingnya memberikan
suaranya dalam pemilihan umum. Mereka memiliki keinginan dan semangat
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yang tinggi untuk tetap terlibat dalam pemilu. Hal itu dibenarkan oleh Ketua
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang yang melakukan
sosialisasi dan pendekatan langsung kepada lansia yang ada di panti tersebut.
Ibu Ida Kumala S.H selaku Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang mengatakan
bahwa keinginan dan semangat lansia yang ada di Panti Bhakti Siti Anna
sangat tinggi untuk ikut dalam pemilu. Dari hasil sosialisasi dan pendekatan
itu, selain dapat mengetahui bagaimana antusiasnya lansia dalam pemilu,
pihak bawaslu kota juga sekaligus mendata lansia yang sudah memiliki e-KTP
dan yang masih belum. Hal itu nantinya akan ditindaklanjuti supaya nantinya
lansia yang ada di panti itu dapat menggunakan semua hak suaranya dalam
pemilu nantinya. Diketahui juga bahwa bagi mereka yang sudah memiliki e-
KTP dan sudah terdaftar sebagai DPT mereka ikut dalam memilih dalam
pilkada kota pangkalpinang bulan lalu. Akan tetapi bagi mereka yang
berdomisili diluar kota Pangkalpinang mereka tidak dapat ikut dalam
memberikan suaranya. Mereka yang memiliki KTP berdomisili di luar
Provinsi Kepualuan Bangka Belitung hanya bisa memilih presiden, DPD, dan
DPR RI karena mereka telah menjadi DPT di daerah asal mereka masing-
masing, khususnya bagi para pengurus panti Bhakti Siti Anna tersebut.
namun, bagi mereka yang memiliki KTP berdomisi kota Pangkalpinang, maka
mereka dapat memilih semuanya, baik itu pilkada ataupun pemilu.

Pendataan tidak hanya dilakukan untuk lansia panti, tetapi termasuk
juga pengurus panti Bhakti Siti Anna. Karena diketahui bahwa pengurus panti
tersebut sebagian besar berasal dari luar Bangka Belitung. Oleh sebab itu
melalui pendataan ini dapat membantu mengetahui seberapa banyak
masyarakat yang masih dan belum terdaftar sebagai pemilih tetap. Dari
pendataan itu secara keseluruhan diketahui bahwa ada sekitar 34 orang yang
masih belum termasuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) termasuk
didalamnya pengurus panti dan anggota panti.

Diketahui juga bahwa partisipasi lansia dalam pemilu dapat dilihat dari
bagaimana mereka tetap ikut mencoplos saat dilakukannya pemilihan kepala
daerah Kota Pangkalpinang beberapa bulan yang lalu. Pemilihan Kepala
Daerah (pilwako) tersebut disukseskan juga oleh lansia-lansia yang ada di
Panti Bhakti Siti Anna, mereka yang dalam keadaan sehat ikut memilih di TPS
terdekat, sedangkan beberapa diantara mereka yang sakit terpaksa tidak ikut
dalam mencoplos, hal tersebut dikarenakan keterbatasan keadaan (gangguan
kesehatan). Akan tetapi selagi mereka mampu untuk memilih, mereka tetap
dilibatkan untuk memilih, karena untuk di panti itu sendiri tidak tersedianya
TPS, sehingga untuk memberikan suaranya, mereka harus mendatangi TPS
terdekat.

Adapun rekomendasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kota
Pangkalpinang terhadap KPU (komisi pemilihan umum) kota Pangkalpinang,
yakni berupa rekomendasi untuk tetap memasukan para lansia yang berumur
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70 tahun keatas ke dalam DPT (daftar pemilih tetap) karena mereka masih
berhak untuk terlibat dalam pemilu dan memberikan suaranya. Di panti
Bhakti Siti Anna sendiri rata-rata sudah berumur 70 tahun keatas dan bahkan
ada yang telah berumur 98 tahun. Bawaslu kota berharap KPU dapat
memfasilitasi mereka untuk menyukseskan pemilu 2019 nanti, supaya
partisipasi mereka tetap terjaga.

Menurut Budiarjo (2012:367) menyatakan bahwa partisipasi politik
adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara
aktif dalam kehidupan politik yakni dengan cara memilih pimpinan Negara
dan secara lansung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah
(public policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara
dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai
dalam kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat
pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Mengacu pada pendapat
Budiarjo, dikatahui bahwa partisipasi politik itu dapat dilakukan dengan cara
baik langsung maupun tidak langsung dan setidaknya dapat ikut terlibat
dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu keterlibatan lansia dalam
memberikan suaranya dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi
politik mereka.

Menjadi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik
dikalangan lansia dengan melihat pendapat Anggel dan Ros tentang
partisipasi. Menurut Anggel dan dalam Ros (1967:130) partisipasi yang
tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor
yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu:
usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya
tinggal. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi partisipasi seseorang ialah faktor usia. Seperti yang telah
dijelaskan tadi, bahwa penyebab mereka (lansia) tidak ikut terlibat dalam
pilkada bulan lalu dikarenakan karna faktor usia mereka, yang menyebabkan
kesehatan mereka mulai terganggu. Ada yang sudah menggunakan kursi roda,
ada yang kurang bisa melihat secara jelas dan banyak lagi gangguan
kesehatan lainnya yang disebabkan oleh bawaan usia. Dengan kondisi yang
demikan diharapkan para suster atau pengasuh lansia di Panti Bhakti Siti
Anna dapat membantu para lansia untuk ke TPS nantinya, khususnya bagi
mereka yang sudah menggunakan kursi roda dan ada juga yang terkena
stroke. Nantinya pihak Bawaslu kota akan memantau apakan nantinya pihak
pengurus panti dapat mengantarkan para lansia ke TPS terdekat saat pemilu
nantinya. Hal tersebut dilakukan guna mengawal hak pilih para lansia agar
tetap dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019 nanti.

Meningkatkan partisipasi politik dikalangan lansia merupakan tugas
kita bersama, jika partisipasi dikalangan lansia semakin meningkat berarti
tugas Kkita dalam proses penyelenggaraan pemilu dikatakan berhasil
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Sebenarnya bukan hanya tugas KPU dan Bawaslu dalam hal mengawal dan
mensukseskan pemilu, akan tetapi menjadi tugas kita bersama sebagai
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu peran segala kalangan sangat
dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama dikalangan
lansia. Perlu ditekankan bahwa lansia bukanlah beban Negara ataupun
keluarga, lansia merupakan golongan masyarakat yang perlu perhatian
khusus dan seharusnya pemerintah dapat memfasilitasi mereka sehingga
mereka dapat ikut terlibat dalam pemilu.

Seperti yang diketahui bahwa saat pilwako beberapa bulan lalu, masih
ada beberapa lansia di Panti Bhakti Siti Anna yang tidak dapat melaksanakan
pemilihan dikarenakan terkendala oleh kesehatan. Karena di panti tidak
disediakan TPS mereka pun tidak dapat iku dalam memilih. Hanya mereka
yang dalam kondisi sehat saja yang dapat ikut memilih dengan mendatangkan
TPS terdekat. Hal tersebut menunjukan bahwa masih belum optimalnya
peranan pihak terkait dalam memfasilitasi hak pilih mereka.

D. PENUTUP

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi
dikalangan lansia (lanjut usia) dalam pemilu sangat tinggi. Meskipun mereka
sudah lansia tetapi semangat untuk melibatkan diri dalam memberikan
suaranya tidak diragukan lagi. Partisipasi mereka dapat dilihat pula saat
pilkada beberapa bulan lalu. Mereka tetap memberikan suaranya dengan
mendatangkan diri ke salah satu TPS (tempat pemungutan suara) terdekat.

Diketahui juga bahwa tidak semua lansia di Panti Bhakti Siti Anna yang
mempunyai e-KTP, ada sebagian diantara mereka yang masih menggunakan
KTP lama. Mereka yang menggunakan KTP lama dan belum terdaftar sebagai
DPT (daftar pemilih tetap) akan di data dan diproses supaya tetap dapat
melibatkan diri dalam pemilu 2019. Tidak hanya itu, penghuni panti tidak
hanya berdomisili Pangkalpinang, ada pula yang berasal dari luar kota
Pangkalpinang, sehingga saat pilwako kemarin mereka tidak dapat terlibat
dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu peran pihak terkait sangat
diharapkan dalam meningkatkan partisipasi mereka khususnya yang
berdomisili di Pangkalpinang.

Adapun upaya yang dilakukan pihak Bawaslu Kota, yakni dengan cara
sosialisasi dan pendekatan langsung ke lansia di Panti Bhakti Siti Anna.
Pertama, sosialisasi politik: dianggap perlu dilakukan supaya dapat
menumbuhkan kesadaran akan pentingnya suara lansia dalam memberikan
keputusan politik nantinya. Menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif
perlu ditumbuhkan dalam diri individu lansia. Karena pengawasan
partisipatif harus ada dalam diri sendiri terlebih dahulu, artinya individu
harus menyadari dan harus mengawasi diri sendiri agar tidak mudah
terpengaruh dengan oknum-oknum tertentu yang memiliki niat curang dalam

92



Scripta: Jurnal IImiah Mahasiswa Volume 1 Nomor 1 April 2019
Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

pemilu. Sehingga individu mampu membentengi diri dan hak suaranya tetap
terjaga. Kedua, pendekatan secara langsung: hal ini dilakukan guna
mengetahui lebih mendalam hambatan apa yang dirasakan para lansia di
Panti Bhakti Siti Anna serta apa saja yang membuat mereka memiliki semagat
yang tinggi untuk tetap ikut dalam pilkada dan pemilu.

Dari dua wupaya yang dilakukan tersebut, diharapkan semakin
meningkatnya partisipasi politik dikalangan lansia, dalam hal memberikan
suaranya. Dengan adanya upaya yang demikian juga diharapkan mampu
diterapkan lagi di berbagai lansia yang tersebar di Kota Pangkalpinang agar
semakin banyak pula lansia yang menyadari akan pentingnya suara mereka
dalam menentukan keberhasilan dalam menyukseskan pemilu.

Harapan dari pihak Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam upaya
mensukseskan pemilu 2019 nanti yakni peranan KPU dalam memfasilitasi
para lansia diseluruh wilayah Kota Pangkalpinang agar dapat mempermudah
mereka saat ingin melakukan pencoplosan di pemilu nantinya. Untuk di Panti
lansia sendiri sepertinya akan dapat dengan mudah untuk mengkoordinirnya
karena panti lansia bersifat terorganisir. Sehingga dapat dengan mudah untuk
dipantau, akan tetapi lansia yang berada diluar panti sulit untuk dimasuki
oleh pihak Bawaslu, dan itupun sudah masuk ranah tugas KPU Kota
Pangkalpinang untuk memberikan sosialisasi dan arahan ke pada semua
lansia yang ada di wilayah kota Pangkalpinang yang biasanya dilakukan di
setiap Kelurahan. Sosialisasi dan pendekatan dapat dilakukan kepada setiap
lansia dimasing-masing kelurahan supaya mempermudah dalam memberikan
arahan tentang pemilu. Serta dapat lebih mempermudah dalam mendata
lansia-lansia yang dalam kondisi yang sudah tidak sehat lagi, misalnya
gangguan kesehatan mata, stroke, dan lainnya.
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